
HASIL KEPUTUSAN 

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV 

Tentang 

RUU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

Bahwa saat ini DPR tengah membahas RUU Pemilihan Umum 

Kepala Daerah. MUI menyambut baik dan mendukung terbitnya 

RUU tersebut mengingat ketentuan hukum tersebut merupakan 

kebutuhan yang sangat penting dalam rangka mendorong 

terselenggaranya pemilu kepala daerah yang demokratis, 

menjunjung tinggi hukum, dan mewujudkan situasi dan kondisi 

yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

profesional dan bertanggungjawab serta terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, RUU tersebut juga 

diharapkan dapat merespon dinamika politik dan dialektika 

hubungan sosial yang terimbas dari diberlakukannya sistem 

pemilihan kepala daerah saat ini. 

Terkait dengan hal tersebut, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI,  

berpandangan sebagai berikut: 

a. Gubernur, Bupati, Walikota  sebaiknya dipilih oleh 

DPRD Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan wakilnya dipilih 

oleh Gubernur, Bupati, Walikota terpilih. 

b. Dipilihnya Gubernur, walikota, bupati oleh DPRD 

Propinsi/ Kabupaten/ Kota tidak serta-merta membuat 

DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan 

Gubernur, walikota, bupati. Oleh karena itu, RUU 

tersebut harus secara eksplisit menegaskan posisi 

Gubernur, bupati, walikota yang sejajar secara politik 

dengan DPRD Propinsi/Kota/Kabupaten. 

 

Pandangan tersebut didasarkan bahwa lebih banyak 

mudharatnya pelaksanaan pilkada sekarang dibanding dengan 

manfaatnya (meninggalkan madharat lebih diutamakan 



ketimbang mengambil manfaat) dan prinsip idza ta’aarada 

mafsadataani aw dlararaani ru’iya a’zhamuhuma dlaraaran bi 

irtikaabi akhaffi al-dlararain (apabila ada dua kerusakan atau 

bahaya yang saling bertentangan maka hendaknya dijaga 

bahaya yang lebih besar dengan mengambil resiko bahaya yang 

lebih kecil). 

 

Secara aqli pandangan ini juga didasarkan pada: 1) dalam 

banyak kasus terdapat kekacauan teknis, mulai dari aspek 

pendaftaran pemilih, pendaftaran dan penetapan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan 

penghitungan suara, serta penetapan dan pengesahan pasangan 

calon terpilih ; 2) Mahalnya ongkos pilkada. (Penyelenggara  

dan calon); 3) Maraknya politik uang; 4) Terjadinya politisasi 

birokrasi; 5) Rendahnya kualitas dan kurang efektifnya 

kepemimpinan KDH; 6) Banyak KDH/WKDH terkena masalah 

hukum, yakni sebanyak 271 orang (17,9%) dari 753 pasangan 

KDH & WKDH terpilih, selama pelaksanaan Pilkada tahun 

2005 – 2012. 
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